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Badan Usaha (KPBU) di Indonesia, khususnya pada penyerahan
aset dari pihak swasta kepada pemerintah setelah masa konsesi
berakhir. Pasal 16D mengatur pengenaan PPN atas penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP) yang tidak dimaksudkan untuk
diperjualbelikan. Studi ini menyoroti risiko perpajakan yang
berpotensi menambah beban fiskal bagi pemerintah, mengingat aset
infrastruktur dalam KPBU dianggap sebagai BKP. Melalui analisis
regulasi, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun beban pajak
ditanggung oleh pemerintah, ketidakpastian terkait PPN Pasal 16D
dapat mempengaruhi siklus proyek KPBU. Selain itu, kurangnya
panduan yang jelas terkait penerapan PPN ini berpotensi
menimbulkan risiko fiskal dan hukum. Penelitian ini juga
menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan
panduan regulasi yang lebih jelas guna memastikan kelangsungan
siklus proyek KPBU serta menjaga daya tarik bagi investor. Studi ini
diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implikasi
perpajakan yang harus diperhitungkan dalam proyek KPBU yang
akan diserahkan ke pemerintah ke depannya.

|. PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakangan, terdapat tren yang cukup signifikan dalam metode
penyediaan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU). Berdasarkan PPP Book Tahun 2024 (Bappenas, 2024) terdapat 100 proyek KPBU
yang terdiri dari 26 proyek sudah beroperasi, 9 proyek tahap konstruksi, 8 proyek sedang
penandatanganan perjanjian, 13 proyek siap ditawarkan, dan 44 proyek tahap penyiapan.
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KPBU bertujuan untuk melibatkan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik melalui
berbagai proyek infrastruktur, seperti sistem penyediaan air minum, jalan tol, rumah sakit, dan
fasilitas lainnya (Mudiparwanto & Gunawan, 2022). Mekanisme pembiayaan inovatif ini
menawarkan jawaban terhadap kebutuhan ekspansif infrastruktur dalam menghadapi sumber
daya pemerintah yang terbatas, dengan menawarkan cara untuk memanfaatkan keahlian dan
modal sektor swasta untuk kepentingan publik (Astuti, 2022). Dalam skema KPBU, pihak
swasta mendapatkan keuntungan melalui dua mekanisme utama: tarif yang dibebankan
kepada pengguna layanan infrastruktur, dan availability payment yang merupakan
pembayaran berkala dari pemerintah berdasarkan kinerja serta ketersediaan infrastruktur,
dengan skema yang memungkinkan pihak swasta mengoperasikan aset selama masa
konsesi (Maramis, 2018).

Meskipun skema KPBU telah berjalan selama beberapa tahun, hingga Tahun 2024
belum ada proyek yang menyelesaikan masa konsesi dan diserahkan dari pihak swasta
kepada pemerintah. Hal ini disebabkan bahwa dalam proyek KPBU, masa konsesi umumnya
berlangsung lama, dengan rentang waktu antara 10 hingga 50 tahun, tergantung pada
karakteristik masing-masing proyek (Maramis, 2018). Masa konsesi yang panjang ini
diperlukan bagi pihak swasta untuk memulihkan investasi yang telah dikeluarkan serta
mendapatkan tingkat pengembalian yang wajar (Ullah et al., 2016).

Namun, di balik optimisme terkait KPBU sebagai pembiayaan alternatif, terdapat
aspek perpajakan yang penting tetapi sering terabaikan, yaitu implikasi Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) Pasal 16D yang mungkin timbul ketika infrastruktur diserahkan dari pihak swasta
ke pemerintah pada akhir masa konsesi. Pasal 16D Undang-Undang PPN berpotensi menjadi
salah satu ketentuan yang penting dalam konteks perpajakan di proyek KPBU di Indonesia ,
dengan mengatur pengenaan PPN pada Barang Kena Pajak (BKP) berupa aset yang menurut
tujuan semula tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
yang diserahkan pada pihak lain.

Dalam skema KPBU, infrastruktur yang digunakan oleh pihak swasta selama masa
konsesi dan baru diserahkan kepada pemerintah pada akhir masa konsesi berpotensi masuk
dalam kategori ini. Pentingnya penjelasan mengenai kepemilikan aset ini tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga memiliki implikasi perpajakan yang signifikan (Rani, 2021). Jika aset
tersebut memang sejak awal dimiliki oleh pemerintah dan hanya dikelola oleh pihak swasta,
maka penyerahan di akhir masa konsesi mungkin tidak dianggap sebagai ‘penyerahan BKP'
yang dikenakan PPN. Sebaliknya, jika aset tersebut secara legal dimiliki oleh pihak swasta
selama masa konsesi, proses penyerahan ke pemerintah bisa memenuhi kriteria sebagai
objek pajak.

Pengenaan PPN dalam penyerahan aset sering kali tidak terduga, terutama jika tidak
ada persiapan dan pemahaman yang memadai tentang kewajiban perpajakan yang terkait.
Meskipun terjadi kenaikan tren atas KPBU dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia
(Bappenas, 2024), belum ada studi yang membahas indikasi PPN ini secara spesifik pada
proyek KPBU. Salah satu alasan mengapa potensi adanya PPN ini masih belum disadari
adalah karena belum adanya proyek KPBU di Indonesia yang sudah melewati masa konsesi
dan telah diserahkan ke pemerintah. Kurangnya kejelasan terkait pengenaan PPN pada
penyerahan aset dapat menimbulkan risiko yang tidak terduga, yang berpotensi mengganggu
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proses transisi aset dan mempengaruhi siklus proyek KPBU. Dalam jangka panjang,
ketidakpastian perpajakan ini dapat menurunkan daya tarik KPBU bagi investor swasta.

Berangkat dari permasalahan tersebut, studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan
pengetahuan terkait implikasi perpajakan dalam skema KPBU, terutama dalam kaitannya
dengan PPN Pasal 16D. Dengan menganalisis regulasi dan studi terkait implikasi PPN Pasal
16D pada aset yang disediakan melalui skema KPBU ketika terjadi penyerahan aset dari pihak
swasta ke pemerintah. Analisis ini akan dilakukan dengan mengevaluasi apakah seluruh
kriteria pengenaan PPN Pasal 16D telah dipenuhi, termasuk penentuan kepemilikan atas aset
selama masa konsesi dan pada saat penyerahan. Studi ini juga bertujuan untuk menunjukkan
indikasi dampak terhadap siklus proyek KPBU, terutama dalam hal risiko bagi pihak swasta
dan pemerintah jika penyerahan aset tersebut dikenakan PPN. Penelitian ini akan
mengidentifikasi potensi biaya tambahan berupa implikasi perpajakan yang mungkin timbul,
yang dapat mempengaruhi siklus proyek KPBU. Dengan demikian, studi ini akan menjelaskan
apakah penyerahan aset tersebut memenuhi syarat perpajakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, atau jika ada pengecualian tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam konteks
KPBU di Indonesia.

Namun, studi ini memiliki beberapa batasan. Studi ini akan membahas proyek KPBU
secara umum, tanpa melakukan analisis mendalam terhadap karakteristik spesifik setiap jenis
proyek. Karakteristik teknis dan finansial dari setiap proyek KPBU mungkin berbeda, yang
dapat mempengaruhi penerapan regulasi perpajakan seperti PPN Pasal 16D. Dengan
demikian hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum, tetapi mungkin
tidak sepenuhnya berlaku untuk setiap proyek KPBU secara individual.

II. KAJIAN TEORI
2.1. Regulasi KPBU yang Berlaku di Indonesia

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015, KPBU adalah salah satu
skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dengan bertujuan untuk menyediakan
infrastruktur dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh badan usaha baik
sebagian maupun keseluruhan dengan tetap mengacu kepada asas pembagian risiko antara
kedua pihak yang mana dalam pengelolaan risiko ini badan usaha dapat diberikan penjaminan
oleh pemerintah. Bentuk penjaminan pada proyek KPBU mencakup penjaminan yang
diberikan oleh pemerintah melalui perjanjian penjaminan, dan juga dapat melalui Badan
Usaha Milik Negara di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk penjaminan
infrastruktur, yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) (Noor, 2016). PT PII,
bertugas memberikan jaminan atas risiko infrastruktur tertentu yang dihadapi proyek KPBU.
Risiko infrastruktur sendiri didefinisikan sebagai peristiwa yang dapat berpengaruh buruk
terhadap badan usaha baik dari ekuitas maupun pinjaman (Akhmadi et al., 2022). Dengan
adanya pengelolaan risiko bersama pemerintah, badan usaha dalam KPBU dapat lebih fokus
pada pemulihan investasi mereka.

Dalam pelaksanaannya, KPBU terbagi menjadi dua jenis berdasarkan pemrakarsa:
KPBU yang diinisiasi oleh pemerintah, dan KPBU yang merupakan proyek yang diusulkan
oleh badan usaha atau pihak swasta untuk kemudian mendapatkan persetujuan pemerintah.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN) Nomor
7 Tahun 2023, secara umum KPBU memiliki bentuk design, build, finance, operate, maintain,
and transfer (DBFOMT) atau rancang, bangun, pembiayaan, operasi, pemeliharaan, dan
penyerahan. Dalam skema KPBU, badan usaha tidak menyediakan infrastruktur secara
cuma-cuma, melainkan terdapat skema pengembalian investasi yang dipilih sesuai dengan
karakteristik infrastruktur (Anggraeni & Sari, 2020). Badan usaha memperoleh keuntungan
melalui ketersediaan layanan/availability payment, tarif, atau bentuk pengembalian lainnya
selama tidak melanggar regulasi yang berlaku. Ketersediaan layanan adalah kompensasi dari
pemerintah atas ketersediaan layanan infrastruktur yang dioperasikan oleh badan usaha,
dengan mempertimbangkan standar layanan yang telah ditetapkan (Shi et al., 2020) .
Sementara itu, tarif adalah bentuk pengembalian di mana badan usaha diberi hak oleh
pemerintah untuk menerima kompensasi langsung dari masyarakat atas layanan yang
diberikan (Purboyo et al., 2023).

Berdasarkan dua regulasi yang mengatur KPBU di Indonesia, periode di mana badan
usaha mengoperasikan dan memelihara aset infrastruktur disebut sebagai masa konsesi.
Sepanjang periode ini, badan usaha bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan
layanan sesuai standar yang disepakati, serta mendapatkan imbal hasil dari investasi melalui
mekanisme yang disetujui, seperti tarif atau pembayaran dari pemerintah. Setelah konsesi
berakhir, infrastruktur harus diserahkan kembali kepada pemerintah dalam kondisi yang telah
ditentukan tanpa biaya tambahan, memastikan kesinambungan layanan bagi masyarakat.
2.2. Kepemilikan Aset dalam KPBU

Terkait status kepemilikan aset, secara implisit dalam regulasi disebutkan bahwa
selama masa konsesi badan usaha menguasai aset infrastruktur yang dikerjasamakan.
Namun sering kali ada barang milik negara yang digunakan atau dimanfaatkan dalam skema
KPBU. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2020
dengan sebutan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) yang dilaksanakan jika terdapat
barang milik negara (BMN) yang dijadikan objek dalam penyediaan infrastruktur melalui
skema KPBU. Dalam proyek KPBU yang melibatkan BMN, aset tersebut tetap dalam
kepemilikan pemerintah, meskipun digunakan oleh badan usaha.

Status kepemilikan aset dalam proyek KPBU diatur sejak tahap penyiapan dalam
dokumen prastudi kelayakan proyek, di mana bentuk kerja sama termasuk pengelolaan aset
selama masa konsesi ditentukan secara rinci. Menurut Perpres Nomor 38 Tahun 2015, aspek
kepemilikan dan pengalihan aset harus dijelaskan dalam perjanjian KPBU, termasuk
ketentuan terkait penyerahan aset kepada pemerintah setelah masa konsesi berakhir. Di akhir
masa konsesi, badan usaha harus menyerahkan seluruh aset infrastruktur kepada pihak
pemerintah dengan kondisi yang sudah disepakati pada perjanjian KPBU (Anggraeni & Sarri,
2020).

Dari sudut pandang akuntansi pemerintah, KPBU diatur dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah 16 tentang Konsesi Jasa di mana pemerintah bertindak sebagai
pemberi konsesi yang mengendalikan aset konsesi jasa yang digunakan oleh mitra untuk
menyediakan layanan publik. Aset yang dikelola oleh mitra dapat berupa aset yang dibangun
oleh mitra atau dimiliki oleh pemerintah, sementara pengakuan atas kewajiban keuangan atau
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pendapatan tangguhan ditentukan berdasarkan mekanisme pembayaran yang diterapkan
(pemerintah atau pengguna jasa).
2.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi yang ditanggung oleh
konsumen yang menggunakan barang atau jasa yang merupakan objek pajak dalam daerah
pabean (Agasie & Zubaedah, 2022). Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa PPN
diperkenalkan untuk menggantikan pajak penjualan yang dulu pernah diterapkan. Pergantian
ini dilakukan karena pajak penjualan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan
pembangunan, seperti meningkatkan penerimaan negara, mendorong peningkatan ekspor,
dan menciptakan pemerataan beban pajak di seluruh sektor. Oleh karena itu, PPN hadir untuk
mengakomodasi kebutuhan yang lebih luas dalam mendukung pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Sukardji (2014, dikutip dalam Wijaya & Nirvana, 2021) juga
menguraikan bahwa PPN sebagai pajak atas konsumsi memiliki delapan karakteristik hukum
utama. Pertama, PPN merupakan pajak objektif, yang berarti dikenakan berdasarkan objek
transaksi atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Kedua, PPN bersifat multi stage levy, yang
artinya dikenakan pada setiap tahap rantai distribusi, dari produsen hingga konsumen akhir.
Ketiga, PPN termasuk dalam Kkategori pajak tidak langsung, dimana beban pajak ini
ditanggung oleh konsumen akhir meskipun dibayarkan oleh pelaku usaha. Keempat, PPN
bersifat non-kumulatif karena menggunakan mekanisme kredit pajak, sehingga pajak tidak
dikenakan secara berulang pada barang yang sama. Kelima, tarif PPN bersifat tunggal.
Keenam, perhitungan PPN menggunakan metode indirect subtraction, dimana pajak terutang
dihitung berdasarkan selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran. Ketujuh, PPN
diklasifikasikan sebagai pajak konsumsi, yang hanya dikenakan pada nilai tambah yang
dikonsumsi. Terakhir, PPN hanya dikenakan atas konsumsi dalam negeri.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009, yang menjadi Subjek Pajak dari
PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal ini adalah Wajib Pajak yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terdaftar di Kantor
Pajak sesuai peraturan yang berlaku dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak
Penghasilan.

2.4. Ketentuan Pasal 16D UU PPN

Undang-Undang yang mengatur tentang PPN telah mengalami beberapa Kkali
perubahan, yaitu dari UU Nomor 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1994, selanjutnya diubah dengan UU Nomor 42 tahun 2009 hingga akhirnya
disempurnakan dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
UU Nomor 42 tahun 2009 merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 yang
mengatur tentang PPN. Pergantian dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 menjadi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 terdapat perubahan pasal yang sudah tercantum
dan/atau penambahan pasal baru. Salah satu penambahan pasal baru dalam UU No 11
Tahun 1994 adalah Pasal 16D yang mengatur tentang pengenaan PPN atas penyerahan
aktiva oleh PKP yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Pasal 16D Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 tentang PPN mendefinisikan aktiva
sebagai mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau aktiva lainnya. Aktiva yang dikenai PPN
dalam ketentuan ini adalah aktiva yang sejak awal perolehannya tidak dimaksudkan untuk
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dijual kembali oleh PKP, melainkan digunakan dalam kegiatan usahanya. Pasal ini
menggunakan istilah “penyerahan aktiva” yang kemudian diperbarui dalam UU No. 42 Tahun
2009 dengan frasa “Barang Kena Pajak (BKP) berupa aktiva” Pergantian istilah ini mengubah
makna objek yang dikenakan PPN, sehingga lebih spesifik merujuk pada aktiva yang
termasuk dalam kategori BKP, bukan aktiva pada umumnya.

Baik pada ketentuan awal maupun setelah perubahan dalam UU No. 42 Tahun 2009,
Pasal 16D tetap mensyaratkan bahwa aktiva yang diserahkan harus merupakan aktiva yang
pada awal perolehannya tidak ditujukan untuk dijual. Artinya, aktiva tersebut telah digunakan
terlebih dahulu oleh PKP dalam kegiatan usahanya sebelum dialihkan ke pihak lain. Pasal ini
juga mengatur bahwa PPN atas aktiva yang diserahkan dapat dikreditkan pada saat
perolehannya, kecuali bila tidak dapat dikreditkan karena alasan administratif, seperti faktur
pajak yang tidak diisi lengkap (Pasal 13 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1994). Dalam UU No. 42
Tahun 2009, ketentuan ini mengalami perubahan, dimana pengecualian hanya berlaku bagi
aktiva yang pajak masukannya tidak bisa dikreditkan karena tidak terkait langsung dengan
kegiatan usaha (Pasal 9 ayat (8) huruf b) atau untuk kendaraan bermotor tertentu (Pasal 9
ayat (8) huruf c).

Meskipun perubahan frasa pada Pasal 16D tampak sederhana, penjelasan pasalnya
menunjukkan perbedaan yang penting, yaitu perubahan frasa objek dari “aktiva lain” menjadi
“‘BKP lain” serta pengecualiannya. Subjek ketentuan ini tetaplah PKP, yang diwajibkan
memungut PPN atas penyerahan aktiva yang dilakukannya. Dengan demikian, Pasal 16D
pasca-perubahan memberikan ketentuan yang lebih terperinci mengenai jenis aktiva sebagai
objek PPN dan syarat pengecualian yang berlaku (Saras & Rani, 2021).

[ll. METODE

Studi ini dilakukan dengan analisis kualitatif terhadap regulasi terkait PPN Pasal 16D
dalam proyek KPBU, dengan berfokus pada status kepemilikan aset selama dan setelah masa
konsesi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelitian untuk menggali lebih dalam
bagaimana kebijakan perpajakan dan kepemilikan aset diterapkan dalam proyek infrastruktur
di Indonesia. Sumber data merupakan data sekunder yang berasal dari regulasi seperti
Perpres Nomor 38 Tahun 2015, PMK Nomor 115 Tahun 2020, serta literatur akademis dan
laporan Bappenas terkait KPBU. Studi kasus yang relevan juga digunakan untuk memberikan
pemahaman lebih mendalam terkait penerapan regulasi perpajakan pada penyerahan aset
dalam KPBU. Penelitian ini dihadapkan pada constraint, yaitu belum adanya penelitian
mendalam terkait penerapan PPN Pasal 16D pada proyek KPBU di Indonesia, yang
memerlukan kajian khusus untuk mengisi kesenjangan literatur ini.

Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi, tinjauan literatur,
serta laporan-laporan yang relevan. Dengan metode analisis deskriptif untuk mengevaluasi
regulasi yang berlaku terkait status kepemilikan aset dan penerapan PPN Pasal 16D. Analisis
ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi perpajakan diterapkan pada penyerahan
aset dari swasta ke pemerintah. Namun, penelitian ini memiliki beberapa batasan, termasuk
keterbatasan proyek KPBU yang telah mencapai tahap penyerahan aset, serta cakupan
penelitian yang bersifat umum tanpa meneliti karakteristik spesifik dari setiap proyek KPBU.
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Selain itu, keterbatasan penelitian terdahulu dalam isu perpajakan KPBU juga menjadi
tantangan dalam mengidentifikasi referensi langsung yang relevan.

V. HASIL DAN DIKUSI
4.1 Pengelolaan Aset dalam KPBU

Aset infrastruktur yang dihasilkan melalui skema KPBU merupakan elemen kunci yang
memengaruhi jalannya proyek (Dzakky, 2021). Aset ini bisa berupa infrastruktur ekonomi
seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, atau infrastruktur sosial seperti rumah sakit
dan sekolah (Ferdian & Satrianto, 2022). Selama masa konsesi, badan usaha memiliki hak
untuk mengelola dan mengoperasikan aset infrastruktur. Hak ini mencakup tanggung jawab
penuh atas operasi dan pemeliharaan aset, dengan tujuan memastikan bahwa aset tersebut
tetap berfungsi optimal dan memenuhi standar layanan yang telah disepakati (Maramis, 2018).
Badan usaha mendapatkan pendapatan dari infrastruktur yang mereka kelola melalui
beberapa mekanisme, seperti tarif yang dibebankan kepada pengguna layanan atau
availability payment yang dibayarkan oleh pemerintah. Namun, sepanjang masa konsesi,
badan usaha juga memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas dan performa aset yang
dikelolanya (Suhendra, 2017).

Pada akhir masa konsesi, aset infrastruktur yang dikelola oleh badan usaha harus
diserahkan kembali kepada pemerintah. Proses penyerahan ini dilakukan tanpa biaya
tambahan, dan kondisi aset saat diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam perjanjian awal (Astuti, 2022). Penyerahan aset ini menandai berakhirnya sebuah
siklus proyek KPBU.

Dalam konteks penyerahan aset, penggunaan BMN dalam proyek KPBU juga
memerlukan pengelolaan yang cermat. Jika BMN digunakan dalam proyek, melalui skema
KSPI, badan usaha hanya memiliki hak untuk memanfaatkan aset tersebut selama masa
konsesi, sementara kepemilikan formal tetap berada di tangan pemerintah. Pada akhir masa
konsesi, BMN yang digunakan harus dikembalikan kepada pemerintah tanpa perubahan
besar dalam status atau fungsi aset tersebut, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
(Nofriati, 2020). Contoh umum dari skema KSPI dalam proyek KPBU adalah penggunaan
lahan yang berupa BMN sebagai tempat di mana proyek KPBU dibangun (Abdi Patu &
Akhmadi, 2021). Namun tidak menutup kemungkinan juga jika lahan tersebut masih berada
di kepemilikan pihak lain, lahan tersebut dapat dibebaskan oleh pihak swasta seperti yang
ada pada beberapa proyek KPBU unsolicited (Candhana, 2024).

4.2 Status Kepemilikan Aset Pada KPBU dan Implikasi Perpajakannya

Dalam proyek KPBU, status kepemilikan aset menjadi faktor kunci yang mempengarubhi
kewajiban perpajakan terkait pengenaan PPN Pasal 16D Undang-Undang PPN. Secara
regulasi baik yang tertuang dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015 maupun Permen PPN
Nomor 7 Tahun 2023, infrastruktur yang disediakan melalui skema KPBU berada dalam
kepemilikan badan usaha selama masa konsesi sesuai dengan perjanjian KPBU antara
pemerintah dengan badan usaha.

Meskipun sedikit bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintah
(PSAP) 16 yang mencatat porsi capital expenditure aset infrastruktur proyek KPBU sebagai
aset konsesi jasa yang termasuk aset tidak berwujud. Namun berdasarkan pernyataan pada
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International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 32 yang merupakan pedoman atas
penyusunan PSAP 16, status kepemilikan tidaklah signifikan terhadap pelaporan akuntansi
dan kebutuhan statistik. Berdasarkan World Bank (2024), hal ini dikarenakan bahwa IPSAS
32 berfokus pada siapa yang mengendalikan penggunaan infrastruktur dan bukan pada
kepemilikannya untuk menentukan apakah aset tersebut harus dikonsolidasikan dalam
neraca pemerintah atau tidak. Berangkat dari pernyataan tersebut, akan tidak valid dalam
menentukan hak kepemilikan berdasarkan pada perlakuan akuntansi proyek KPBU.

Berdasarkan konteks bentuk KPBU, model design, build, finance, operate, maintain, and
transfer (DBFOMT) merupakan pengembangan dari model build, operate, transfer (BOT)
(Rasheed et al.,, 2022). Pemerintah Indonesia sebenarnya mempunyai skema yang
merupakan implementasi dari BOT yaitu bangun guna serah (BGS) dan bangun serah guna
(BSG). Namun berbeda dari KPBU yang diatur melalui regulasi penyediaan infrastruktur,
BSG/BGS diatur melalui regulasi pemanfaatan aset yang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020. Perbedaan yang sangat mendasar antara BSG/BGS
dan KPBU adalah pihak yang bekerja sama dengan pemerintah melalui BSG/BGS hanya
diberikan hak untuk mengelola aset dan mengembalikan hak tersebut ke pemerintah saat
kontrak pemanfaatan aset tersebut telah habis (Astuti, 2022; Noor, 2016). Sedangkan dalam
KPBU sendiri jika terdapat BMN dalam lingkup proyek, dapat dilakukan KSPI yang tidak
terpisah dari proyek KPBU tersebut.

Implementasi BSG/BGS di Indonesia juga berbeda dengan BOT negara-negara lain
seperti yang diungkapkan melalui World Bank (2024) bahwa nomenklatur BOT untuk
penyediaan infrastruktur menekankan bahwa dalam proyek BOT, badan usaha memegang
kepemilikan dan kendali legal atas aset proyek sampai aset tersebut dialihkan pada akhir
kontrak. Perbedaan ini dapat didasari bahwa KPBU di Indonesia sebenarnya diterapkan dari
model build, own, operate, and transfer (BOOT) yang dalam dunia internasional sebenarnya
BOT dan BOOT tidaklah berbeda namun dalam beberapa definisi termasuk yang diterapkan
Indonesia, BOT dimungkinkan tidak termasuk dengan pembiayaan oleh pihak swasta
(Yescombe & Farquharson, 2018).

Berangkat dari beberapa persamaan serta perbedaan antara BGS/BSG dan KPBU,
implikasi perpajakan atas pengalihan aset pada akhir masa kontrak pada skema BGS/BSG,
telah diatur melalui Surat Edaran (SE) Nomor 38/PJ.04/1995, yang merujuk pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 1995 yang menjelaskan bahwa atas pengalihan aset di
akhir masa kontrak BGS/BSG dari investor kepada pemegang hak atas tanah non-pemerintah
dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif 5%, sementara jika pemilik hak atas tanah
adalah pemerintah dikecualikan dari pengenaan PPh. Hal ini didasari karena pemerintah
melakukan skema BSG/BGS dengan dasar menjalankan fungsinya demi kepentingan umum
sehingga ditetapkan sebagai bukan objek pajak (Arfina, 2014). Oleh karena itu dengan melihat
kesamaan karakteristik, KPBU juga tidak dikenakan dari PPh ini walaupun pengalihan hak
dari KPBU bersifat keseluruhan.

Akan tetapi dengan konteks PPN, BGS/BSG tidak dikenakan PPN Pasal 16D saat
pengalihan aset sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa BGS/BSG hanya mengalihkan
hak untuk mengelola aset dan bukan hak kepemilikan aset secara sepenuhnya. Hal ini
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dibuktikan dengan selama skema BGS/BSG dijalankan hingga sekarang belum pernah ada
indikasi terkait PPN saat terjadinya penyerahan (Arfina, 2014).

Dalam skema KPBU, pengalihan aset dari badan usaha kepada pemerintah pada akhir
perjanjian dapat dikategorikan sebagai suatu penyerahan aset atau BKP yang memenuhi
ketentuan Pasal 16D, karena terdapat perpindahan kepemilikan aset yang semula bukan
untuk dijual, tetapi kemudian berpindah tangan sebagai bagian dari kesepakatan kontraktual.
Aset atau BKP dalam proyek KPBU ini dapat berupa bangunan, fasilitas infrastruktur, atau
perangkat operasional lainnya yang pada awalnya diperuntukkan untuk pembangunan
infrastruktur publik, ketika masa konsesi berakhir dan aset tersebut beralih kepada pemerintah.
Pengalihan ini dapat diinterpretasikan sebagai penyerahan yang berpotensi dikenakan PPN
dalam hal ini adalah PPN Pasal 16D. Jika memakai alasan yang sama dengan pembebasan
PPh untuk skema BGS/BSG yang dilakukan oleh pemerintah, seharusnya ada kemungkinan
bahwa PPN Pasal 16D juga bisa mendapatkan keringanan. Hal ini sesuai dengan arah
perpajakan dalam pembangunan yang seharusnya tidak menghambat iklim investasi di
Indonesia (Aribowo & Irawan, 2021).

4.3 Dampak PPN Pasal 16D Bagi Proyek KPBU

Dengan kesenjangan regulasi yang berlaku terhadap implikasi pengenaan PPN Pasal
16D pada proyek KPBU, terdapat risiko sebesar tarif dan dasar pengenaan pajak.
Berdasarkan PMK Nomor 121 Tahun 2015, transaksi penyerahan ini menggunakan nilai
pasar dari aset sebagai dasar pengenaan pajaknya. Dengan demikian walaupun di akhir masa
konsesi badan usaha menyerahkan aset KPBU secara cuma-cuma dan secara akuntansi
telah terderpresiasi sempurna, perlu dilakukan revaluasi terhadap aset yang diserahkan ini
untuk mengetahui nilai pasarnya (Siswati, 2016). Dengan tarif PPN yang saat ini ditetapkan
sebesar 11%, beban pajak ini dapat berdampak signifikan terhadap kelayakan finansial
proyek jika tidak diantisipasi dengan baik.

Menurut ketentuan Pasal 16D, Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini badan usaha yang
menyerahkan aset kepada pemerintah, PPN akan dipungut oleh pemerintah. PPN yang
dipungut oleh pemerintah dihitung dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau
besaran tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 17 ayat 1
PMK 59/PMK.03/2022) dengan tarif PPN dasar yang berlaku. Pemungutan PPN oleh Instansi
Pemerintah atas penyerahan aset yang terutang dilakukan pada saat pembayaran dengan
cara langsung memotong PPN dari tagihan yang diajukan oleh badan usaha Dengan demikian,
Instansi Pemerintah membayar tagihan kepada badan usaha tanpa menyertakan jumlah PPN
tersebut. Hal ini juga sesuai dalam kaidah PPN yang secara hakikatnya ditanggung oleh
konsumen akhir dalam hal ini pemerintah yang kebetulan diberikan kewajiban untuk
memungut PPN (Marsadita, 2022). Karena skema KPBU menerapkan prinsip pembagian
risiko yang jelas antara pemerintah dan badan usaha, walaupun pengenaan PPN pada
penyerahan aset ini ditanggung oleh pemerintah tetap perlu diperhatikan dalam
keberlangsungan proyek KPBU. Meskipun badan usaha tidak menanggung PPN Pasal 16D
secara langsung, mereka masih harus memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipatuhi
sesuai peraturan yang berlaku agar tidak terjadi perselisihan hukum di kemudian harinya.

Risiko perpajakan ini terutama berpotensi mengganggu alokasi anggaran pemerintah,
yang pada akhirnya dapat berdampak pada kelanjutan proyek infrastruktur lain atau bahkan
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menambah beban fiskal yang tidak diantisipasi (Trianshy et al., 2022). Oleh karena itu,
meskipun badan usaha tidak secara langsung dibebani dengan PPN ini, risiko terkait
pengelolaan perpajakan perlu dipertimbangkan sejak tahap penyiapan dan perjanjian. Selain
itu biaya tambahan yang ditanggung pemerintah bisa menimbulkan permasalahan terkait
pertanggungjawaban akuntabilitas kepada auditor internal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa
Keuangan (Aldira, 2021).

Dalam hal resiko biaya tambahan ini, PT PIlI sebagai penjamin proyek KPBU tidak
bertanggung jawab atas risiko yang ditanggung oleh pemerintah, terutama kewajiban
perpajakan (Daliman et al., 2021). Peran PT PIlI lebih difokuskan pada menjamin risiko yang
dihadapi oleh badan usaha, seperti risiko politik atau risiko keterlambatan pembayaran oleh
pemerintah (Noor, 2016). Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki rencana mitigasi
tersendiri dalam menangani kewajiban perpajakan yang timbul akibat penyerahan aset di
akhir masa konsesi.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menganalisis implikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 16D dalam
konteks skema KPBU, khususnya pada tahap penyerahan aset dari pihak swasta kepada
pemerintah setelah masa konsesi berakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan
PPN Pasal 16D berpotensi menambah beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah, karena
aset yang diserahkan pada akhir masa konsesi dapat dianggap sebagai Barang Kena Pajak
(BKP) yang dikenakan PPN. Meskipun tanggung jawab untuk memungut dan membayar PPN
ada pada badan usaha, pada akhirnya beban ini ditanggung oleh pemerintah sebagai
konsumen akhir, sesuai dengan prinsip dasar PPN.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun beban perpajakan tidak
secara langsung dibebankan pada badan usaha, keberadaan risiko perpajakan dapat
mempengaruhi siklus proyek KPBU secara keseluruhan. Dalam konteks pembagian risiko
antara pemerintah dan badan usaha, ketidakpastian perpajakan dapat berdampak pada
kelanjutan proyek-proyek infrastruktur lainnya, serta menambah beban pemerintah dalam
mengelola anggaran infrastruktur. Dengan demikian, perlu adanya mitigasi risiko yang lebih
jelas, termasuk kemungkinan pemberian insentif atau pengecualian pajak untuk proyek-
proyek strategis, guna meringankan beban perpajakan ini.

Peran pemerintah juga sangat penting dalam mengisi kesenjangan regulasi yang ada,
khususnya dalam memperjelas kewajiban perpajakan yang muncul dalam proyek KPBU.
Ketiadaan pedoman yang spesifik mengenai penerapan PPN Pasal 16D pada proyek
infrastruktur dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan finansial. Pemerintah perlu segera
merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan jelas terkait perpajakan dalam KPBU,
serta memberikan panduan mengenai pengelolaan perpajakan dalam penyerahan aset, guna
memastikan bahwa kewajiban perpajakan tidak menghambat kelangsungan proyek-proyek
KPBU di masa mendatang. Pemerintah dapat mempertimbangkan pengecualian atau
pengurangan beban pajak bagi proyek infrastruktur yang diserahkan demi kepentingan umum
untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Selain itu, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai
penerapan PPN Pasal 16D pada proyek KPBU yang spesifik. Mengingat karakteristik proyek
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infrastruktur dapat berbeda-beda, seperti proyek jalan tol, pelabuhan, bandara, dan fasilitas
publik lainnya, setiap jenis proyek memiliki karakteristik yang berbeda seperti terkait struktur
pembiayaan, masa konsesi, dan pengelolaan aset. Penelitian ini dapat menjadi acuan awal,
namun studi yang lebih terfokus pada jenis-jenis proyek tertentu akan memberikan wawasan
lebih mendalam mengenai dampak PPN Pasal 16D pada masing-masing proyek.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penting bagi pemerintah dan
pelaku usaha untuk memahami implikasi PPN Pasal 16D dan mempersiapkan skenario yang
dapat meminimalkan dampak negatif terhadap proyek KPBU. Klarifikasi regulasi dan
penerapan insentif perpajakan yang lebih komprehensif akan memberikan kepastian bagi
semua pihak dan memastikan keberlangsungan proyek infrastruktur melalui skema KPBU di
Indonesia.
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